PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAD TINGKAT T1
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1I MOJOKERTO
NOMOR B TAHUN 1989
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wALIKOTAMADYh KEPALA DAERAH TinRaT II MquKERIU
Menimbang : bahwa, dalam rangka menlngkatkan daya guna dan hasil
guna Dinas Pendapatar Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat 1II Mojokerto dalam pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dan sebagai
realisasi Keputusan Menteri Dlalam Negeri -HNomer 23
Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1589 tentang Pedoman | Urga
nisasi dan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II, wmaka dipandang perlu menympurnakan
secara menveluruh S5usunan Organisasi. dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Kctamadya Daerah Tingkat IT
Mo jokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mo jokerto Nomor 7 fahun
1979 juncto Keputusan walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II‘MOjokerto Nomor Hk. 85 Tahun 1988  juncto
Nomor ~ : Hk. 116 a Tahun 1388 dengan menuangkan
ketentuan-ketentuan dimaksud dalam guatu Peraturan
: Daerah. o
Mengingat : 1. Undang-undang NomoT 5 Tahun 1974 tentang Poikok-po
kok Pemerintahan di baerah
. |
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 13950 tentang Femben
tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa barat : . .

3. Undang-undang HNomor 11 Drt Tahun 1%57 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah 7

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 +tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pajak
dan Bumi Bangunan ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 19557 tentang
Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nemor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilavall Kotamadya Daerah
II Mojokerto

Tingkat

Lyl



8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dam Bangun
an antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departe
men

10. Keputusan Presiden Republik Iindonesia Nomor 15
Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia HNomor 55
Tahun 1988

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun
" 1977 tentang Pedoman Pembenahan Susunan Organisa-
si dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
balam Negeri

i4. Keputusan Menteri Dalam WNegeri Nomor 973-442
Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan
Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnva
serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1II
Mo jokerto,

MEMUTTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I MOJOKER
TO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFATAN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto

b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 17T
Mojokerto ;



¢. Dinas Pendapatan Daeral, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto

"d. Kepala Dinas, @dalah Kepala Dirias Pendapatan Daerah Kotamadya
Daeran Tingkat II Mojokerto ;

e. Unit Penyuluhan addlah’Unit Penvuluhan Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat TI Mo jokerto

f. Unit Pelaksana Tehnis, adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas
Pendapatan Daerah Kotamadya Daeran Tingkat 11 Mojokerto.

BAB IT
KEDUDUKAN, TUGAS PUOKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

{1} Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah Tingkat 11 dibidang pendapatan Daerah

{3) Dinas Pendapatan Daerah ini, dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas vang berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
s'ebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang FPendapatan
Tlaerah dan tugas-tugas lain vang diserahkan oleh Kepala Daerah
kepadanya. :

Pasal 4 -

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai
fungsi '

«a. melakukan perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan
. dan pembinaan, koordinasi tehnis dan tugas-tugas “lain  vang

diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesual dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku ;

%. melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan
Wajib Retribusi Daerah ; b
o

¢Cc. membantu melakukan pekerjaan pendatagn obyekK dan subyek Pajak
Bumi dan Bangunan yvang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak atau Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal menyam
paikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Cbyek Pajak
(spoP) Wajib Pajak

d. melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah
¢, membantu melakukan penyaﬁpaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhu
tang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), STF dan sarana

administrasi Pajak Bunii dan Bangunan Lainnya, yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Fajak serta memban
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tu melakukan penyampaian paftar Himpunan Pokok Pembayaran
(DHPP)Y Pajak Bumi dan Banguran yang dibuat oleh Direktorat
Jenderal:Pajak kepada petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
vang ada dibawah pengawasannya :

melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penveto-
ran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerall
lainnya

melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan
pajak Daerah, retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah
iainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yvang dilim-
pahkan oleh Menteri Keuangan Kepada Daexrah

melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di
bidang pendataan, penetapan dan penagihan Fajak Daerah, Retri-
busi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangun

an

melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan

melakukan urusan ‘Tata Usaha.

BAB 111
ORGANTSASI, TUGAS DAN FUNGST
Pasal 5

Tipe grganisasi Dinas Pendapatan Daerah adalan Tipe

dengan Bagan Susunan Organisasi sebagimana terlampir dalam UDe
raturan Daerah ini.

Ppasal ©

gusunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah terdiri

dari

a .

Hh

Kepala Dinas i

Sub. Bagian Tata Usaha 7

Seksi Pendaftaran dan Pendataan i
feksi Penetapan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Sc-si Penaglhan

Unit PFenyuluhan.



Pasal 7

Sul» Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratip kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan
Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam

Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyail
fungsi :

a. Melakukan urusan umum ;

b. Melakukan urusan Kepegawaian

c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan
d. Melakukan urusan keuandan.

Fasal S
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

a. Urusan Umum ;
b. Urusan Kepegawaian
c¢. Urusan Keuangan.

Pasal 10

{1} Urusan Umum mempunyal tugas melaksanakan urusan surat menyu-
rat, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan
dinas,serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan ;

(2) Urusan Kepegawalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian

{3} Urusan Keuangan mempunvai +tugas melaksanakan pengelolaan
¥euangan.

Pasal 1l

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyal tugas melaksana-
Kan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wa
jib Retribusi Daerah serta pendataan obyvek Pajak Daerah dan obyek
Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan
supyek Pajak Bumi dan Bangunan vang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menvelienggarakan tugas sebagaimana tersebul dalam
Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan
mempunyail fungsi

a. melakukan pendafaran wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi

Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mendgo
lah data obvek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah,

Lo



melalui formulir Surat pemperitahuan -(8PT) . .serta
pemeriksaan lokasi atau lapangan tembusan surat Dinas dari
Instansi lain ;

b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyim
pan surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan
dengan pendaftaran Gan pendataan i

c. membantu melakukan penyvampatan Surat Pemberitanuan Obyelt Pajak
{8POPF) Pajak Bumi dan Bangunan YyYang diterbitkan oieh Direkto
rat Jenderal Pajak kepada para wajlb Pajak serta menerima
kempbali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (&PCP) tersebut
dari para Wajib Pajak.

Pasal 13
seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari
a. 5ub Seksi:éendaftaran H

Sub Seksi Pendataan
c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolanan Data.

o

Pasal 14

{1} Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan
menerima kemabli formulir pendaftaran yang telah diisi oleh
Waiib Pajak dan Retribusi DNaerah, membuat laporan tentang
formuiir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang be
jum diterima kembali, mencatat namadan alamat Calon Wajib
Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD}

{2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan
mencatat data obyek dan subyvek pajak retribusi Caerah, melaknu
kan pemerlksaan iapangan atan iokasi dan melaporkan hasilnya
serta membuat daftar mengenal formulir Surat FPemberitahuan
{SPT) vang belum diterima kembalii

{(3) Sub Seksi Dokuwentasi dan Pengolahan Daeta mempunyai tugas
membuat dan memelihara Daftar induk Waiib Pajak dan Wajib Re
trbusi Daerah, memberikan kartu pengenal NomaQr Pokok Wajib Pa
jak Daerah {(NPWPD), menyimpan arsip surat perpajakan dan
retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan penda-
faan, membantu melakukan penvampaian Surat FPemberitahuan
Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib
Pajak vang diterbitkan oien Direktorat Jenderal Fajak.

Pasal 15

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan
dan penetapan jumla pajak dan retribusi Daerah vang terhutang
serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak
dan Retribusi Daerah, serta menatausahakan jumiah ketetapan Pajak
Bbumi dan Bangunan, vang penagihannvya dilimpahkan kepada Daerah,
berdasarkan 3urat Pemberitahuan pajak Terhutang {3PFT) dan baftar



{1

{2)

(1)

Pasal 2B

Unit Penyuluhan dipimpin olieh seorand Kepaia Unit setingkat
Kepala Sub Seksi berada dibawah dan bertanggung jawaD kepada
Kepala Dinas |

Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
mempunyai tugas menyusuil pahan penvulunan dan melaksanakan
kegiatan penyuluhan informasi dan penerangan perpajakan dan
retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnyva, Pajak Bumi dan
Bangunan serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas
Pendaptan Daerah.

Pasal 29
Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Tehnis vang akan diusulkan kemudian dan penerapannva dilaku-
kan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat
persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayaguhaan Aparatur
Negara
Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis sebagaimana rersebut dalam
ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memper
hatikan faktor-faktor antara iain jumlh penduduk, iuas wila-
vah dan jumlah wWajib Pajak atau Wajib Retribusi.

BAB IV
TATA USAHA

Pasal 30

nalam melaksanakan tugasnva, Dinas Pendapatan Daerah

mendapat pembinaan tehnis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerab
Tingkat I.

{1}

(1}

Fasal 31

pDAlam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi, baik dalam iingkungan Dinas Pendapatan Daerah
maupun instansi-instansi lain diiuar Dinas FPendapatan Daerah,
sesual dengan Bidang tugasnya

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3eksi-seksi dan linit Penyuliuhan
harus menerapkan prinsip-prinsip keoordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan gimplifikasi sesuai dengan pidang tugas
masing-masing.

Pasal 32
kKepala ©Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, parda kepala

geksi, Kepala Unit rvenyuiuhan, bertanggung jawai nemberikan
bimbingan atau pembinaan kepada bawahanunya 5erta me:iaporkan
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Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan.
Pasal 16

Untuk menyelenggararkan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 15 Peratutan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi

a. melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah ;

b. melakukKan penghitungan jumiah angsuran pemungutan atau pemba-
varan atau penvetoran atas permohonan wajlb pajak dan Retri-
busi Daerah, vang disetujui

c. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyvimpan arsip surat
perpajakan dan retribudgi Daerah vang berkaitan dengan penetap
an

d. membantu melakukan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Ter
hutang {SPPT) Palak Bumi dan Bangunan beserta Daftar Himpunan
Pokok Pembayvaran (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan dan DoKkumen
Pajak Bumi dan Bangunan lainnyva yvang diterbitkan ocleh Direkto-
rat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Waijib
Pajak dan Kepala Unit vang terkait.

Pasal 17
Seksi Penetapan terdiri dari :

a. Sub Seksi Perhitungan ;
b. Sub Seksi Penerbitan Surai Ketevapan ;
c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

a. Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksankan perhitungan
penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan
pajak retribusi Daerahn ;

b. Sub Seksi Fenerbitan Surat Ketetapan mempunyal tugas menerbit-
kan Surat Ketetapan Pajak {8KP), Surat Perjanjian Angsuran,
dan Surat ketetapan pajak lainnva seria mendistribusikan dan
menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah serta
membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian
dan penyimpanan arsip Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
{3PPT} Pajak BPumi dan Bangunan, serta dokumen Pajak Bumi dan
Bangunan lainnya ; '

c. Sub Seksi Angsuran mempunyali tugas menerima Surat Permchonan
Angsuran, wmenyiapkan Surait Perjanjian Angsuran dan 3urat
Pencolakan Angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyetoran
pajak dan retribusi Daerah.

bod
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Pasal

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunval tugas untuk me
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laksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan
dan tunggakan pajak: dan retribusi Daerah dan Paiak Bumi dan
Bangunan serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan meR
punyai fungsi :

a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari
pemungutan atau pembayaran atau penvetoran pajak dan retribusi
Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kar
tu Waiib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Fe
ngawan Pembayaran Pajak Bumi dan Banguhan {KEPBB 4) dan Daftar
Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP)

b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda
Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Ber
harga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga

¢. Menyiapkan laporan realisagipenerimaan dan tunggakan pemungut
an atau pembavaran atau penyetoran pajak dan retribusi D [obale Y
realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa pesediaan Benda Ber
harga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi pe
nerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 21
Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari
a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan

b. 8ub Seksi Pembukuan Persediaan
¢c. Sub Seksi Felaporan.

EY Y

Pasal 22

{1} Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyal tugas menerima dan
mencatat semua Surat Ketetapan Pajak {sKp) dan svr.
Ketetapan Pajak lainnya serta Suratl Pemperitahuzn Pajak Ter
butang (SPPT)} Pajak Bumi dan Bangunan, menerima dan mencatat
semua Surat Ketetapan Pajak {8KP) dan Surat Ketetapan Retribu
si (SKR) serta surat-surat ketetapan Pajak iainnya vang
telah dibavar lunas dan mencatat penexrimaan atau pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan serta mengnitung tung
gakannya ; )

{2} Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunvai tugas menerima dan
mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Buktl Penerimaan wenda
Berharga, Bukti Pengeluran atau Pengambilan Benda Berharga,
penerimaan uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta
menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Eerharga |

{3} Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan perio
dikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan
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retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan, menyiapkan la
poran berkala mengenai realisasi penerimaan K dan persediaan
Benda Berharga. ‘

Fasal 23

Seksi Penagihan mempunvai tugas melaksanakan penagihan Pa
jak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaul batas waktu
jatuh tempo, melayvani keberatan dan permohonan banding serta
mengumpulkan dan mengelah data sumber-sumber penerimaan Daerah
lainnyva diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagian mempunyai fungsi :

a. melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesual
dengan ketentuan yang beriaku ;

b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai
dengan batas kewenangan ; '

¢. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lain
nya diluar pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 25
Seksi Penagihan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penagihan
b. Sub Beksi Keberatan i
¢. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 26

{1} Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistri-
busikan surat menyurat dan dokumentasi vyang berhubungan
dengan penagihan ;

{2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani
surat lkeberatan dan surat permohonan banding atas materi
penetapan pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan keputusan,
menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian
permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak i

{3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai
tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan
iainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuait dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
Fungsi Perencanaan dan Pengendalian Operasional wmerupakan

tugas langsung Kepala Dinas.

Clred )



hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhi jabatan
masing-masing ;

(2} Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit
Penyuluhan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

{3) Para Kepala Urusan atau Sub seksi pada ©Dinas Fendapatan
Daerah, bertangyung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
/Kepala $eksi.

BAB V
KEPEGAWALAN
Fasal 33

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
setelah wmendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerahn
Tingkat I Jawa Timur ;

{(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

{3) Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Unit Penyuluhan
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan
Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Fasal 34

Hal-hal vang belum diatur dalam Feraturan Daerah ini,
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur iebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, dinvatakan tidak
berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II HMojo-
kerto Nomor 7 Tahun 1979 juncto Keputusan Walikotamadya Kecrala
Daerah Tingkat II Mojokerto Nemor Hk. 85 Tahun 1988, ©Nomor Hk.
115 Tahun 1988 dan Nomor Hk. 116 a Tahun 1988.

Pagsal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang
kan.

Agar supayva setiap orang dapat mengetahuinva memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva daiam Lem
baran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Plalp i



Mo jokerto, 31 Juli 1989

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I1 HMUJOKERTO

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTC
Ketua,
Cap. ttd. . Cap. Ltd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONO, SH.
NIP. 01C 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Draerah Tingkat 1
- Jawa Timur tanggal 2 Mei 1990 Nomor 156/P Tahun 1990,

An. GUBERNUR KEFPALA DAERAH TINGKAT T
JAWA TIMUEK
Asisten I Sekretaris Wilavah/Daerah
{Bidang Pemerintahan)
Cap Tttd.
Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Mojokerto tahun 1990 geri ¢ pada tanggal 9 Mei 1990 Nomor 5/C.
An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAR TINGKAT 11

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadva Daerah
Cap. ttd.
Drs. B O I M I N
NIP. 010 045 241

Edadi~i )



I.

IT.

FENJELASAN

ATAS

PERATURAN KQOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

SUSUNAN GRGANTSASI DAN TAA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJUKERTO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan
hasil guna, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 Mojokerto daiam Fengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pen
dapatan Daerah lainnyva, dan sebagai realisasi dari Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1959
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja i’inas Pendapatan
Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kotamadva Daerah Tingkat
IT Mojokerto memandang perliu menvempurnakan secara menve luruh
gusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto sebagaimana diatur
daiam Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II1 Mojokerto
Nomor 7 Tahun 1879, dalam suatu Peraturan Daerah baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 36 : Cukup Jjelas.

RIS
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